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PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah
yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS
menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa sgja aturan yang
jugamengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2
kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten
lainnyayang tidak lagi terdapat PPATS. Pendlitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan
tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS
di wilayah Provins Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal
tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang
didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang
mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya.
Eksistens PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jugadinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan
dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait
pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS.

...... PPATS isasubdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are
not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes
confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the
Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when
compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. Thisresearch is conducted to answer
guestions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its
amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research
method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a
certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by
primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes
PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands
Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be
conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, aswell as
deepening the considerations for the appointment of PPATS.
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